SALINAN

BUPATI BULUNGAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Menim bang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI BULUNGAN,

bahwa keterbukaan inform asi publik merupakan
sarana dalam mengoptim alkan partisipasi dan
pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintah yang baik, terbuka, dan akuntabel;

bahwa dalam rangka im plem entasi pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 12 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedom an Pengelolaan Pelayanan Inform asi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa
Tata Kerja PPID di Lingkungan Pem erintah
Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan
Bupati/Walikota;

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan
perkem bangan keadaan dan penyesuaian nomenklatur
Badan Publik, maka Peraturan Bupati nomor 20 Tahun
2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Inform asi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pem erintah
Kabupaten Bulungan perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaim ana
dim aksud dalam huruf, a, b, dan ¢ perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedom an Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Pem erintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pem bentukan Daerah Tingkat II di
Kalim antan (Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nom or 72, Tambahan Lem baran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Inform asi Publik (Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nom or 112, Tam bahan

Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 20009 tentang
Kearsipan (Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lem baran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pem erintah Daerah (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bahan
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaim ana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah (Lem baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Inform asi Publik (Lem baran
Negara Republik Indoesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia

Nomor 5149);

Peraturan Pem erintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 20009
tentang Kearsipan (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lem baran

Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Pem erintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nom or 215, Tam bahan

Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or 5357);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Inform asi Nomor
10/PER/M .KOMINFO /07/2010 tentang Pedom an
Pengelolaan Inform asi dan Dokumentasi di Lingkungan

Kem enterian Kom unikasi dan Inform atika;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pem bentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedom an Pengelolaan Pelayanan Inform asi dan
Dokumentasi Kem enterian Dalam Negeri dan

Pem erintahan Daerah

12. Peraturan Kom isi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Inform asi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272,

Tam bahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

13. Peraturan Kom isi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Inform asi
Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2

Tahun 2008 tentang Urusan Pem erintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pem erintah Kabupaten Bulungan
(Lem baran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008

Nom or 2);

15. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kom unikasi dan

Inform atika Kabupaten Bulungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatiini, yang dimaksud dengan

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

Pem erintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
Pem erintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
menurut asas otonomi daerah dan tugas pem bantuan dengan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud
dalam Undan-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pem erintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pem erintah daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom
Kabupaten Bulungan.

Bupatiadalah Bupati Bulungan.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.

Badan Publik adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan dan
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22.

Badan Usaha Milik Daerah.

Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan yang tugas dan
tanggungjawabnya mem bidangi Kom unikasidan Inform atika.
Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan

pencatatan dokumen, data,gam bar, dan suara untuk bahan inform asi

publik.

Inform asi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kem asan dan form at sesuai dengan perkem bangan
teknologi informasi dan kom unikasi secara elektronik ataupun non

elektronik.

Inform asi Pu blik adalah inform asi yang dihasilkan, disim pan,
dikelola, dikirim , dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya

serta inform asi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

. Komisi Informasi Provinsi yang selanjutnya disingkat KI Provinsi

adalah Kom isi Inform asi Provinsi Kalim antan Utara.

.Pemohon Informasi Publik adalah warga mnegara dan/atau badan

hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik

sebagaim ana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

.Orang adalah orang perseorangan, kelom pok orang, badan hukum,

atau badan publik.

. Perangkat Daerah adalah unsur Pem bantu Kepala Darah dan Dewan

Perw akilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

Pem erintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk

menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

. Pejabat Pengelola Inform asi dan Dokumentasi yang selanjutnya

disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang
pengum pulan, penyim panan, pem eliharaan, pendokumentasian,
pendistribusian, penyediaan, dan/atau pelayanan inform asi

dilingkungan Pem erintah Daerah.

. Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
. Kepala Dinas merupakan PPID Utam a.

. PPID Pem bantu adalah Sekretaris Perangkat Daerah atau Pejabat

yang melaksanakan tugas kehumasan, administrasi dan kearsipan

pada setiap Badan Publik.

. Pengelola Layanan Inform asi dan Dokumentasi yang selanjutnya

disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan

dokumentasi dilingkungan Pem erintah Kabupaten Bulungan.

. Standar Operasional Prosedur, selanjutnya disebut SOP adalah

merupakan serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai

proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID.

Daftar Inform asi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat
DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistem atis tentang

seluruh inform asi dan dokumentasi publik yang berada dibawah



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

penguasaan Pem erintah Kabupaten Bulungan, tidak term asuk

inform asi dan dokumentasi yang dikecualikan.

Ruang Pelayanan Inform asi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat RPID adalah tem pat pelayanan informasi dan dokumentasi
publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang
bertujuan untuk m em fasilitasi penyam paian inform asi dan

dokumentasi publik.

Sistem Inform asi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat
SIDP adalah penyediaan layanan inform asi dan dokumentasi secara
cepat, mudah dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan

Inform asi Publik.

Laporan Layanan Inform asi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat LLID adalah laporan yang berisi gam baran um um

kebijakan teknis inform asi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan
inform asi dan dokumentasi, dan rekom endasi serta rencana
tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan

dokumentasi.

Orang adalah orang perseorangan, kelom pok orang, badan hukum,

atau badan publik.

Pem ohon Inform asi Publik adalah warga mnegara dan/atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Inform asi Publik

sebagaim ana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Inform asi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat di
akses oleh Pemohon Inform asi Publik sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Perundang-undangan.

Uji Konsekuensi adalah Pengujian tentang Konsekuensi yang tim bul
apabila suatu inform asi diberikan kepada m asyarakat dengan
mem pertim bangkan secara seksama bahwa menutup inform asi publik

dapat m elindungi kepentingan yang lebih besar daripada

mem bukanya atau sebaliknya.

Sengketa Inform asi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan
Publik dengan Pem ohon Inform asi Pu blik dan/atau Pengguna
Inform asi Publik yang berkaitan dengan hak mem peroleh dan/atau
menggunakan informasi publik berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupatiiniadalah

Mewujudkan penyelenggraan pemerintahan yang baik, yaitu yang
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat

dipertanggungjawabkan;

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokum entasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk menghasilkan

layanan inform asi dan dokumentasi yang berkualitas;

Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk mem peroleh akses

Inform asi dan Dokumentasi Publik; dan

M enjam in terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan

inform asi sebagaim ana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
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(3)
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BAB II

AKSES INFORMASIDAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pasal 3

Inform asi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bulungan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna
Inform asi dan Dokumentasi Publik, kecu ali Inform asi dan

Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia.

Inform asi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pem erintah
Kabupaten Bulungan dapat diperoleh oleh Pemohon Inform asi dan
Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses

dengan mudah.

Inform asi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana
dim aksud pada ayat (1), sesuai dengan kepatutan, kepentingan
umum , dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
berdasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang tim bul apabila
suatu inform asi dan dokumentasi diberikan kepada masyarakat
dengan pertim bangan yang seksama bahwa menutup Informasi dan
Dokumentasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar

daripada mem bukanya atau sebaliknya.

BAB III

HAK DAN KEWAUJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

Badan Pu blik berhak m enolak mem berikan inform asi dan

dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, seperti

a.Inform asi dan dokumentasi yang dapat mem bahayakan negara;

b.Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat;

c. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak
pribadi;

d.Inform asi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
dan/atau

e. Inform asi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau

didokum entasikan.

Inform asi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaim ana
dim aksud pada ayat (1), diajukan oleh PPID Pem bantu kepada PPID

Utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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(4)

(1)

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

Badan Publik menerbitkan dan/atau menerbitkan Informasi dan
Dokumentasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada
Pem ohon Inform asi Publik, selain inform asi yang dikecualikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan kewajiban sebgaimana dimaksud pada ayat (1),
Badan Pu blik dapat mem bangun dan mengem bangkan sistem

inform asi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah.

BAB 1V

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASIDAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu

PPID

Pasal 6

Pengelolaan pelayanan inform asi dan dokumentasi dilaksanakan

Pem erintah Daerah dengan mem bentuk dan menetapkan PPID.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada pejabat
struktural yang mem bidangi tugas dan fungsi pelayanan inform asi

dan dokumentasi dan/atau kehumasan.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan PPID Utama
dan PPID Pem bantu.

PPID Utama bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah selaku Atasan PPID Utam a sedangkan PPID Pem bantu

bertanggung jawab kepada PPID Utam a

Bagian Kedua

PPID Pembantu

Pasal 7

PPID Utama dibantu oleh PPID Pem bantu yang berada di seluruh
Badan Publik yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bulungan.

Daftar Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti
Nomenklatur Badan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan

Perundang Undangan



BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PPID

Bagian Kesatu

PPID Utam a

Pasal 8

PPID Utama bertugas

Menyim pan, mendokumentasikan, menyediakan, mem beri pelayanan
dan melakukan pengamanan informasi dan dokumentasi kepada
publik;

Mem berikan pelayanan inform asi publik sesuai dengan aturan yang

berlaku secara cepat, tepat, dan sederhana;

Menetapkan Prosedur Operasionl tentang penyebarluasan Inform asi

Publik;

Melakukan klasifikasi dan pemutakhiran inform asi publik dan/atau

pengubahannya;
Menyusun dan melaksanakan kebijakan inform asi dan dokum entasi;

Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan inform asi dan

dokumentasi;

Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengum pulan bahan

inform asi dan dokumentasi dari PPID Pem bantu;
M elakukan verifikasi bahan inform asi dan dokum entasi publik;

Melakukan wuji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang

dikecualikan;

Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka

waktu pengecualiannya sebagailnformasi Publik yang dapat di akses;

Melakukan pem binaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan

oleh PPID Pem bantu;

Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala

dan/atau sesuaidengan kebutuhan;

Mengesahkan inform asi dan dokumentasi yang layak untuk
dipublikasikan;

Menugaskan PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan

mem elihara inform asi dan dokum entasi;

Mem bentuk Tim Fasilitasi penanganan sengketa inform asi yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Menyam paikan laporan tahunan pelaksanaan pelayanan Inform asi
Publik kepada Pejaba Pengelola Inform asi Propinsi Kalimantan Utara

paling lam bat 3 (tiga) bulan setelah tahun berjalan.



Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, PPID

Utama berwenang

Menolak mem berikan inform

asi dan dokumentas

i yang dikecualikan

sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Meminta dan mem peroleh

Pem bantu yang menjadi caku

Mengkoordinasikan pem beria

inform asi dan doku

pan kerjanya;

n pelayanan inform a

mentasi dari PPID

si dan dokumentasi

dengan PPID Pem bantu yang menjadi cakupan kerjanya;

Menentukan dan menetapkan suatu inform asi dan dokumentasi yang

dapat diakses oleh publik; da

n

Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat

mem buat, mengum pulkan,

serta mem elihar

dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Bag

ian Kesatu

PPID Pem bantu

Pasal 10

PPID Pem bantu bertugas

a .

Mem bantu PPID Utama me

kewenangannya terkai

Fungsional untuk

a inform asi dan

laksanakan tanggungjawab, tugas, dan

t penyediaan,

pendokumentasian, pem berian pelayanan

penyim panan,

serta melakukan

pengamanan inform asi dan dokumentasi kepada publik;

Menyam paikan inform asi d

an dokumentasi kepada PPID Utam a

paling sedikit 6 (enam ) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya;

M enjam in ketersediaan da

dokumentasi bagi pemohon

n akselerasi layan

inform asi secara

an inform asi dan

cepat, tepatm dan

berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prim a;

Mengumpulkan, mengolah dan mengom pilasi bahan dan data lingkup

kom ponen di lingkungan cakupan

bahan inform asi publik; dan

Menyam paikan laporan pelaksanaan kebijakan

inform asi dan dokumentasi

sesuai dengan kebutuhan.

kepada PPID Utam a

kerjanya masing-masing menjadi

teknis pelayanan

secara berkala dan
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BAB VI

KELENGKAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASIDAN
DOKUMENTASI (PLID)

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 11

Untuk mendukung kegiatan kelem bagaan PPID, dibentuk PLID

Struktur Organisasi PLID Kabupaten Bulungan terdiri dari :

a.Pem bina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati;

b.Pengarah selaku atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;

c. Tim Pertim bangan, dijabat oleh para Kepala Organisasi Perangkat
Daerah dan Pejabat Eselon II.b di lingkungan Pem erintah
Kabupaten Bulungan;

d. PPID Utam a, dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan Kom unikasi dan Inform atika;

e. PPID Pem bantu, dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah
dan/atau pejabat yang mem bidangi wurusan adm inistrasi dan
kehum asan;

f. Bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, bidang
pengolahan data dan Klasifikasi Inform asi, Bidang Pelayanan
Inform asi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa
Inform asi; dan

g. Pejabat Fungsional.

Bagian struktur organisasi PLID Kabupaten Bulungan sebagaim ana
dim aksud pada ayat (1), sebgaimana tersebut dalam lam piran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini

Susunan PLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID

Pasal 12

Pedom an mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Pedom an mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling sedikit mem uat ketentuan sebagai berikut

a.Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama dan
PPID Pem bantu;

b. Kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional
dan/atau petugas inform asi apabila diperlukan;

c. Kejelasan pem bagian tugas, tanggungjawab, dan kewenangan
Atasan PPID , PPID Utam a, Bidang Pendukung dan Pejabat

Fungsional;
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d.

11

Kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai Atasan
PPID yang bertanggungjawab memeberikan tanggapan atas
keberatan yang diajukan oleh Pem ohon Inform asi Publik;

Standar Layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan
keberatan;

Tata cara pem buatan laporan tahunan tentang layanan Inform asi

Publik.

Penyusunan SOP PPID Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Komunikasi dan

Inform atika R.I yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur

di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pem erintah Kabupaten/kota.

Pasal 13

Jenis-jenis SOP PPID, antara lain

a. SOP Pelayanan Permohonan Inform asi Publik;

b. SOP Penanganan Keberatan Inform asi Publik;

C.

SOP Fasilitasi Sengketa Inform asi;

d. SOP Uji Konsekuensi Inform asi Publik, dan
e. SOP Penyusunan Daftar Inform asi Publik.
Contoh Form at SOP sebagaim an a dim aksud pada ayat (1),

sebagaim ana tersebut dalam lam piran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.

Bagian Ketiga

Daftar Inform asi dan Dokumentasi Publik (DIDP)

Pasal 14

DIDP paling sedikit mem uat

a. Nom or;

. Ringkasan isi inform asi;

Pejabat dan Badan Publik yang menguasaiinform asi;

. Penanggungjawab pem buatan atau penerbitan inform asi;

Waktu dan tem pat pem buatan inform asi;

Bentuk inform asi yang tersedia; dan

.Jangka waktu penyim panan atau retensi arsip.

DID P ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Utam a.

Keseluruhan inform asi dan dokumentasi publik yang sudah
dipublikasikan harus diserahkan kepada Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah untuk dilestarikan dan diklasifikasikan

m enjadi bahan pustaka.

Contoh Form at DID P sebagaim ana dim aksud pada ayat (1),

sebagaimana tersebut dalam laporan Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.
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Bagian Keempat

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID)

Pasal 15

RIPD terletak di lokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan

sarana dan prasarana yang mem adai;

RIPD dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas inform asi.

Bagian Kelim a

Sistem Inform asi dan Dokumentasi Publik (SIDP)

Pasal 16

SIDP dibuat dan dikem bangkan oleh PPID untuk mempermudah

akses pelayanan inform asi publik.

Pengem bangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

secara terintegrasi antara PPID Utama dan PPID Pem bantu

Bagian Keenam

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)

Pasal 17

LLID wajib dibuat dan disediakan opeh PPID Paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran terakhir.

Salinan LLID Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disam paikan kepada Bupati dan Kom isi Inform asi Daerah Provinsi

Kalim antan Utara sesuai kewenangan masing-m asing.

LLID palling sedikit mem uat
a.Gambaran umum kebijakan pelayanan inform asi dan dokumentasi

publik;

b.Gambaran um um pelaksanaan pelayanan inform asi dan
dokumentasi publik, antara lain
1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi
publik yang dim iliki beserta kondisinya;
2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan inform asi
dan dokumentasi publik beserta kualifikasinya; dan
3. Anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik beserta

laporan penggunaannya.

c. Rincian pelayanan inform asi dan dokumentasi publik yang

m eliputi:

1.Jumlah permohonan inform asi publik;

2. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permohonan
inform asi publik dengan klasifikasi tertentu;

3.Jumlah pemohonan informasi publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya; dan

4. Jumlah permohonan inform asi publik yang ditolak Dbeserta

alasannya.
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d. Rincian penyelesaian sengketa inform asi publik, m eliputi

1. Jumlah keberatan yang diterim a;

Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;

3. Jumlah pemohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Inform asi

yang berwenang; dan

4. Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Inform asi

yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik, jumlah

gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan hasil putusan

pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik.

e. Kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan

inform asi dan dokum entasi publik; dan

f. Rekomendasi dan rencana tindaklanjut untuk meningkatkan

kualitas pelayanan inform asi dan dokumentasi

Pasal 18

(1) LLID merupakan bagian dari inform asi publik yang wajib tersedia

setiap saat;

(2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan

badan publik dan disam paikan kepada atasan PPID;

(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disam paikan
Bupati oleh atasan PPID;

(4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dilaporkan

kepada

kepada

oleh

Bupati sebagai bagian dalam Laporan Penyelenggaraan Pem erintah

Daerah.

Bagian Ketujuh

Pem biayaan

Pasal 19

Pem biayaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Publik

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bulungan.
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BAB VII

M EKANISME PERMOHONAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 20

Pem ohon informasi dan dokumentasi adalah Warga Negara Indonesia

dan/atau Badan Hukum Indonesia

Pasal 21

Pem ohon inform asi dan dokumentasi wajib memenuhisyarat

(4)

Mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan/atau peraturan perundang-undangan;
Mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;

Menyam paikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang

dibutuhkan;

Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan inform asi dan

dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22

Setiap Pem ohon Inform asi Publik dapat mengajukan perm intaan
untuk mem peroleh inform asi dan dokumentasi publik secara tertulis

atau tidak tertulis;

PPID Utama dan/atau PPID Pem bantu dan/atau Petugas Inform asi
w ajib mencatat Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alam at
Pem ohon Inform asi Publik, subyek dan format inform asi serta cara

penyam paian inform asi yang dim inta oleh Pem ohon Inform asi Publik;

PPID Utama dan/atau PPID Pem bantu dan/atau Petugas Inform asi
wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara

tidak tertulis;

PPID Utama dan/atau PPID Pem bantu dan/atau Petugas Inform asi
wajib mem berikan tanda bukti penerimaan permintaan Inform asi
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (2), dan ayat (3),

berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterim a;

Dalam hal permintaan disam paikan secara langsung atau melalui
surat elektronik, nom or pendaftaran diberikan saat penerim aan

perm intaan;
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(6) Dalam hal permintaan disam paikan melalui surat, pengiriman nomor

pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengirim an inform asij;

(7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterim anya permintaan,
PPID Utam a w ajib menyam paikan pem beritahuan tertulis yang

berisikan

a. Inform asi yang dim inta berada di bawah penguasaannya atau tidak;

b. Penerimaan atau penolakan permintaan atas inform asi disertai

alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan;

dan/atau

d. Biaya serta cara pem bayaran untuk mem peroleh informasi yang

(8)

(10)

(11)

(12)

dim inta.

PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai
inform asi yang dim inta, apabila inform asi yang dim inta tidak berada
dibawah penguasaannya dan Badan Pu blik yang menerim a

permintaan mengetahuikeberadaan informasi yang dim inta;

Dalam hal permintaan diterim a seluruhnya atau sebagian,

dicantum kan m ateri inform asi yang akan diberikan;

Dalam hal dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka inform asi
yang dikecualikan tersebut dapat dihitam kan disertai dengan alasan
dan materinya;

PPID Utama dapat mem perpanjang waktu untuk mengirimkan
pem eberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lama 7

(tujuh) hari kerja berikutnya dengan mem berikan alasan tertulis;

Contoh Format form permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sebagaim ana tersebut dalam lam piran dan Format
pem beritahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (11),
sebagaimana tersebut dalam lam piran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PLID

Pasal 23

(1) Pem binaan dan pengendalian penataan PLID dilakukan oleh Bupati;

(2) Pem binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

a. Fasilitasi dan koordinasi

b. Peningkatan kapasitas PPID

c. Monitoring dan Evaluasi; dan

d. Dukungan teknis adm inistrasi.
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BAB IX
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 24

(1) Setiap Pemohon Inform asi Publik dapat mengajukan keberatan secara

tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan sebagai berikut

a .

Penolakan atas perm intaan inform asi berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (7) Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inform asi Publik;
Tidak disediakannya informasi dan di umumkan secara berkala
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inform asi Publik;

Tidak ditanggapinya permintaan inform asi;

Perm intaan inform asi ditanggapi tidak sebagaimana yang dim inta;
Tidak dipenuhinya permintaan inform asi;

Pengenaan biaya tidak wajar, dan/atau

Penyam paian inform asi melebihi waktu yang diatur dalam Undang -

Undang Keterbukaan Inform asi Publik.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb sampaig, dapat

disam paikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak;

(3)

Contoh Format form keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.

Pasal 25

(1) Keberatan diajukan oleh pemohon Informasi Publik dalam jangka

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditem ukannya

alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1).

(2) Atasan PPID mem berikan tanggapan atas keberatan yang diajukan

oleh Pemohon Inform asi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30

(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;

(3) Alasan tertulis disertakan tanggapan apabila atasan PPID menguatkan

putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua

F asilitasi Sengketa Inform asi

Pasal 26

(1) Sengketa Informasi dapat terjadi apabila pemohon inform asi publik

tidak menerima alasan atas tanggapan PPID dan dapat mengajukan

kepada Kom isi Inform asi Provinsi Kalim antan Utara.
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(2) Pengajuan sengketa inform asi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan pem ohon informasi dalam waktu paling lambat 14 (em pat
belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan

PPID .

Pasal 27

(1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian sengketa inform asi
publik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Bupati melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa
Inform asi untuk menyelesaikan sengketa inform asi, yang dibentuk

oleh PPID Utam a.

(3) Tim Fasilitasi Sengketa Inform asi diketuai oleh PPID Utama dan
beranggotakan PPID Pem bantu. Pejabat yang menangani bidang
hukum dan Pejabat Fungsional serta pejabat/Fungsional Umum

lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(4) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa inform asi
dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersam a PPID
Pem bantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat

fungsional dan pihak lain yang di pandang perlu.

(5) Mekanism e kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Inform asi diatur

oleh tim berdasarkan arahan Atasan PPID.

(6) Tim m elaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa

inform asi kepada Atasan PPID.

Pasal 28

Bentuk Maupun Contoh Struktur Organisasi PLID, Format Standar SOP
PPID Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi terdiri dari
a. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, b. SOP Penanganan
Keberatan Inform asi Publik, c. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, d. SOP
Uji Konsekuensi Inform asi Publik, e. SOP Penyusunan Daftar Inform asi
dan Dokumentasi Publik, Form at Form ulir Perm ohonan Inform asi Publik,
Form ulir Pem beritahuan Tertulis, Formulir Keberatan, Buku Register
Perm ohonan Informasi Publik, Surat Keputusan PPID tentang Penolakan
Perm ohonan Inform asi, Register Keberatan, Alur Layanan Inform asi
Publik PPID, Tanda Bukti Permintaan Informasi Publik, Tanda Bukti
Serah Terima Perm intaan Inform asi Publik, Laporan Pelaksanaan Tugas
Pelayanan Inform asi Pu blik, Tanda Bukti Pengem balian Berkas
Perm intaan Inform asi Publik sebagaimana Tercantum dalam Lam piran

Peraturan Bupatiini
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BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Bulungan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola
Inform asi dan Dokumentasi dilingkungan Pem erintah Kabupaten

Bulungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mem erintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menem patkannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bulungan

Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Tanjung Selor

Kepala Bagian Hukum, pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI BULUNGAN,

ttd
JOTAM L.SALLATA, SH.. MM.

Pembina TK.I/IVb SUDJATI
Nip.19630506 199203 1 009

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 37
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMASIPUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASIDAN DOKUMENTASI (PLID)
KABUPATEN BULUNGAN

PEMBINA
------------- Bupati TTTSssmsssmsmg
W akil Bupati !

TIM PERTIMBANGAN

PENGARAH

Sekretaris Daerah, Para
Selaku Atasan PPID

Kepala OPD dan Pejabat
Sekretaris Daerah

Eselon II.b

_____________________ d
PPID UTAMA
Kepala Dinas Kom unikasi dan
Inform atika
PPID PEMBANTU PPID PEMBANTU
Sekretaris Organisasi Sekretaris Organisasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
A A
| |
[ |
[ |
| |
[ |
| |
| |
| |
| / |
| ; : B id |
| Bidang Bidang idang |
. Pelayanan dan Pengolahan Penyelesaian -=d
- == .-
Dokumentasi Data dan Sengketa
Inform asi Klasifikasi Inform asi
Inform asi

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum, 1 !

BUPATI BULUNGAN,

ttd
JOTAM L.SALLATA, SH.,. MM.

Pembina TK.I/IVb

SUDJATI
Nip.19630506 199203 1 009
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMASIPUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN
BULUNGAN

INFORMASI PUBLIK

(RANGKAP DUA)

FORMULIR PERMOHONAN

No. Pendaftaran (diisi petugas)*
Nama / No. KTP

Alam at Pem ohon

Pekerjaan

Nom or Telepon / E-m ail

Rincian Inform asi yang dibutuhkan
(tam bahkan kertas bila perlu)
Alasan Permintaan Inform asi
Tujuan Penggunaan Inform asi

Cara Mem peroleh Inform asi**

Cara Mendapatkan Salinan Inform asi**

Petugas Pelayanan Inform asi

(Penerim a Perm ohonan)

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

INFORMASI

o /PPID /OPD /bulan/tahun

Lihat / membaca / mendengarkan /
mencatat***
Melihat / membaca / mendengarkan /

mencatat***

Mengam bil Langsung
Kurir
Pos

Faksim ili

Oooooo O O

E-m ail

(tanggal/bulan/tahun)

Pem ohon Inform asi

Nama dan Tanda Tangan

* D iisi oleh petugas berdasarkan nom or registrasi Perm ohonan Inform asi Publik

* Pilih salah satu dengan mem beri tanda (V)

**%* Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

JOTAM L.SALLATA,

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SH., MM . SUDJATI

Pembina

TK.1/1Vb

Nip.19630506 199203 1 009
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMASIPUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
CONTOH FORMAT FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan Inform asi pada tanggal... .bulan.. .tahun.. .dengan nomor pendaftaran?®*.,

Kamimenyam paikan kepada Saudara/i:

Nam a

Alam at

Nom or Telepon /E-m ail

Pem beritahuan sebagai berikut:

A. Inform asi Dapat Diberikan

No Hal-hal terkait Inform asi Publik Keter
1 Penguasaan Inform asi Publik** D Kami
u Badan Publik lain, yaitu
2 Bentuk fisik yang tersedia** D Softcopy (term asuk rekam an).
D Hardcopy/salinan tertulis.
3 Biaya yang dibutuhkan*** D Penyalinan Rp... x....... (jm lh lem baran) =
D Pengirim an Rp....o.oooot
D Lain-lain RP.vieivnnnann
D Jum lah Rp............
4 W aktu penyediaan ..... hari
5 Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasiyang dimohon**** (tam bahkan kertas bila
perlu)

B. Inform asitidak dapat diberikan karena :¥#**#**

Inform asi yang dim inta belum didokum entasikan

G Inform asi yang dim inta belum dikuasai

Penyediaan inform asiyang belum didokum entasikan dilakukan dalam jangka waktu .. .. .. .. **¥¥%*¥

4444444444444444444444 (tem pat), ....................iiive.... (tanggal/bulan/tahun)

Pejabat Pengelola Inform asidan Dokum entasi

(eer e e e e e )
Diisi sesuaidengan nomor pendaftaran pada form ulir perm ohonan.

* Pilih salah satu dengan memberi tanda (V).

o Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos)

sesuaidengan standar biaya yang telah ditetapkan.

xRk Jika ada penghitaman inform asi dalam suatu dokumen, m aka diberikan alasan

penghitamannya.

wok ok

Diisidengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan inform asi yang dim inta.

Salinan sesuai dengan aslinya BUPATI BULUNGAN,

Kepala Bagian Hukum,
ttd

JOTAM L.SALLATA, SH., MM SUDJATI

Pembina TK.lI/IVb
Nip.19630506 199203 1 009
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMASIPUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

CONTOH FORMAT FORMULIR KEBERATAN (RANGKAP DUA)

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nom or Registrasi Keberatan : cee eee e e e e e e et et e e ... (diisipetugas)*

Nom or Pendaftaran Permohonan
Inform asi

Tujuan Penggunaan Inform asi
Identitas Pem ohon

Nam a

Alam at

Pekerjaan

Nom or Telepon/E-m ail

ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN ***

a. Permohonan Inform asidi tolak.

b. Inform asiberkala tidak disediakan

c. Permintaan inform asi tidak ditanggapi

d. Perm intaan inform asi ditanggapi tidak sebagaimanayang dim inta

e. Permintaan inform asi tidak dipenuhi
f. Biaya yang dikenakan tidak wajar

g. Inform asidisam paikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

KASUS POSISI (tam bahkan kertas bila perlu)

HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggal],

[bulan], [tahun] (diisi oleh petugas]|****

Dem ikian keberatan ini saya sam paikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya

ucapkan terim akasih.

4444444444444444444444 (tem pat), ................evvvvvvee..... (tanggal/bulan/tahun)
Mengetahui ok Kk Pengaju Keberatan,

Petugas Inform asi (Penerim a Keberatan)

( Nama dan tandatangan ) (Nama dan tandatangan )

* Nom or register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan

keberatan

* Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melam pirkan

Surat Kuasa.

e Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan
alasan keberatan yang diajukan

ok Diisi sesuaidengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP

ok x Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak
keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan
keberatan.

ok Kk ko Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka form ulir keberatan juga

ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.

Salinan sesuai dengan aslinya BUPATI BULUNG AN
Kepala Bagian Hukum,
ttd
JOTAM L.SALLATA, SH.. MM . SUDJATI

Pembina TK.I/1Vb
Nip.19630506 199203 1 009
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Keterangan

Nom or

Tanggal

Nam a

Alam at

Nom or Kontak

Pekerjaan

Inform asi Yang Dim inta

Tujuan Penggunaan Inform asi

Status Inform asi

Bentuk Inform asi Yang Dikuasai :

Jenis Perm ohonan

Keputusan

Alasan Penolakan

Hari dan Tanggal

Biaya & Cara Pem bayaran

43

diisi tentang nom or pendaftaran perm ohonan

Inform asi Publik.

diisi tentang tanggal perm ohonan diterim a.

diisi tentang nama pem ohon.

diisi tentang alam at lengkap dan jelas Pemohon

Inform asi untuk memudahkan pengirim an

inform asi publik yang dim in ta.

diisi tentang nom or kontak (hnom or

telepon /faksim ili/telepon seluler/em ail Pem ohon

Inform asi Publik.
diisi tentang pekerjaan Pem ohon Inform asi Publik.
diisi tentang detail inform asi yang dim inta.

diisi tentang tujuan/alasan perm ohonan dan

penggunaan inform asi.

diisi dengan mem berikan tanda (V). Bila tidak di

bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain

yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan

isian di form ulir pem beritahuan tertulis.
diisi dengan mem berikan tanda (V).

diisi dengan mem berikan tanda (V).

diisi sesuai dengan isi keputusan dalam

pem beritahuan tertulis.
diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID.
D iisi tentang:
a. Hari dan tanggal penyam paian pem beritahuan
tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
14/2008

Undang-Undang No. tentang

Keterbukaan Inform asi Publik dan Peraturan ini.

W aktu pem beritahuan tertulis juga
menandakan waktu penolakan inform asi
apabila perm ohonan ditolak. Dengan kata
lain, dalam hal permohonan inform asi publik

ditolak, maka pem beritahuan tertulis ini sam a

dengan penolakan.

b. Hari dan tanggal pem berian inform asi kepada

Pem ohon Inform asi Publik.

diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta

perinciannya dan cara pem bayaran yang dilakukan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

JOTAM L.SALLATA,

SH. MM

BUPATIBULUNGAN

ttd

SUDJATI

Pembina

TK.I

1V b

Nip.19630506 199203 1 009
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LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMASIPUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN
BULUNGAN

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN

PERMOHONAN INFORMASI (RANGKAP DUA)

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN

No. Pendaftaran : .......

Nam a

Alam at

Pekerjaan

Nom or Telepon /E-m ail

Rincian Inform asi yang dibutuhkan

PPID mem utuskan bahwa Informasiyang dimohon adalah:

INFORMASI YANG

DIKECUALIKAN

Pengecualian Pasal 17 huruf .. .. .. UU KIP. **
Inform asi didasarkan
pada alasan

Pasal .. Undang-Undang .. .***

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasaldi atas, mem buka Inform asi tersebut dapat menim bulkan konsekuensi

sebagaiberikut:

Dengan dem ikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI

DITOLAK

Jika Pem ohon Inform asi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan
kepada atasan PPID selam bat-lam batnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

...................... (tem pat), ............................... (tanggal/bulan/tahun)

Pejabat Pengelola Inform asi dan Dokum entasi

* D iisi oleh petugas berdasarkan nom or registrasi perm ohonan Inform asi Publik.
* D iisi oleh PPID sesuaidengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a - 1 UU KIP.
i Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian

dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal
dan undang-undangnya).

Fokkx Diisi oleh petugas dengan mem perhatikan batas tentang jangka waktu pem beritahuan tertulis

sebagaim ana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.

Salinan sesuai dengan aslinya BUPATI BULUNGAN,

Kepala Bagian Hukum ,
ttd

SUDJATI
JOTAM L.SALLATA,  SH.. MM.

Pembina TK.I/IVb

Nip.19630506 199203 1 009
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DiBalik Form ulir Perm ohonan Inform asi

Dicetak inform asi berikut

Hak-Hak Pemohon Inform asi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inform asi

Publik

Pemohon Informasiberhak untuk meminta seluruh inform asi yang berada di Badan
Publik kecuali

(a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon inform asi dapat:

M enghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan

hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha
tidak sehat; M embahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
M engungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi

nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta
otentik yang bersifat pribadi dan kem auan terakhir ataupun wasiat seseorang;
M engungkap rahasia pribadi; M emorandum atau surat-suat antar Badan Publik
atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas
putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh
diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

(b) Badan Publik juga dapat tidak mem berikan inform asi yang belum dikuasai atau

didokum entasikan.

Pastikan Anda Mendapat Tanda Bukti Permohonan Informasi Berupa Nomor
endaftaran Ke Petugas Informasi/PPID. Bila tanda bukti permohonan inform asi
tidak diberikan, tanyakan kepada petugas inform asi alasannya, mungkin permintaan

informasi anda kurang lengkap.

Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima

atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari
kerja sejak diterimanya permohonan inform asi oleh Badan Publik. Badan
Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari
kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokum entasikan/ belum

dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang

dikecualikan atau tidak.

Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan
surat keputusan Pim pinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan

Pimpinan Badan Publik) ... ... . 0 0 0 i i e e e e e e e e e e e e

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal:
menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka
pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan inform asi ditolak/ditemukannya
alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas
keberatan yang diajukanPemohon Informasiselambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak diterim a/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka
pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID

oleh Pemohon Informasi Publik

Salinan sesuai dengan aslinya BUPATI BULUNGAN
Kepala Bagian Hukum, ttd

SUDJATI

JOTAM L.SALLATA,  SH., MM

Pembina TK.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 34 TAHUN 2018

IX

TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMASIPUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

ALUR LAYANAN INFORMASIPUBLIK PPID KABUPATEN BULUNGAN

. Bidang
Bidang
Pengolah Bidang
Pemohon Pelayanan & PPID Komisi
data dan PPID Penyelesaia
Inform asi dokumentasi Pembantu Inform asi
Klasifikasi n Sengketa
Inform asi
Inform asi
Mencatat Data
Mengajukan Pemohon N 4
. PPID
Permohonan L] Informasi&
Inform asi Informasiyang Pembantu
30 HariKerja
Diminta YA
Mengecek
Memberikan Status
P
Tanda Bukti Informasiyang
Diminta
Inform asi
D ikecualikan
Menyiapkan
Materi
Jawaban
Informasi
Yang Menyusun
Dibutuhkan Jawaban
Penyelesaian
TIDAK Sengketa
Inform asi
30 HariKerja
YA TIDAK Komisi
) PUAS _
Selesai 14 HariKerja Inform asi

Salinan sesuai dengan aslinya

JOTAM L.SALLATA,

Kepala Bagian Hukum,

SH.,

M .

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Pembina

TK.I/I1Vb

Nip.19630506 199203 1 009
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Keterangan Alur Layanan Inform asi Publik PPID Kabupaten Bulungan:

10.

Pem ohon Inform asi mengajukan permohonan layanan inform asi
kepada PPID melalui Sekretariat/Desk Layanan Informasi dengan
m engisi form u lir permohonan inform asi. (lihat contoh form u lir
permohonan inform asi publik pada lam piran IIl Peraturan ini).
Petugas Desk Layanan Inform asi menerim a permohonan
inform asi, kem udian mencatat data pemohon dan data tentang
inform asi yang dim inta, selanjutnya petugas mem berikan tanda bukti
mengajukan permohonan kepada pemohon. (lihat contoh form Tanda
Bukti Penerimaan Inform asi publik pada lam piran X). Petugas
mencatat dalam buku register permohonan informasi publik. (Lihat
form at buku register permohonan inform asi publik pada lam piran VI
Peraturan ini).

Berdasarkan data informasi yang dim inta, Petugas layanan Inform asi
meneruskan ke Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Inform asi untuk
mencari dan menyiapkan informasi yang diminta pemohon. Bidang
ini mengecek apakah Inform asi yang dim inta oleh pemohon
term asuk dalam kategori informasi yang tidak dikecualikan. Jika
inform asi yang diminta term asuk informasi yang tidak dikecualikan
m aka bidang Pelayanan dan dokumentasi informasi menyiapkan
inform asi yang diminta dan menyerahkan ke petugas pelayanan
inform asi (sekretariat) untuk disam paikan kepada pem ohon
Inform asi. (inform asi dapat berupa soft copy atau hard copy).

Penyam paian Inform asi (data/dokumen) yang dibutuhkan
Pem ohon dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak permohonan
diterim a (pasal 28 ayat (6).

Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan
Inform asi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan

apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang

dikecualikan, PPID mem beritahukan perpanjangan waktu
pem beritahuan secara tertulis beserta alasannya. Perpanjangan
dilakukan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka

waktu pem beritahuan tertulis.

Pem ohon informasi menerima informasi yang diminta, lalu mengisi
tanda bukti penyerahan informasi publik. (lihat form Tanda bukti
penyerahan inform asi publik pada lam piran XI).

Sedangkan, apabila informasi yang diminta Pem ohon term asuk
kategori yang dikecualikan maka bidang pengolah data dan klasifikasi
inform asi menyiapkan Pem beritahuan tertulis bahwa data yang
dim inta term asuk inform asi yang dikecualikan. (lihat form
Pem beritahuan tertulis pada lam piran IV Peraturan ini).

Pem beritahuan Tertulis Inform asi yang dikecualikan disusun bidang
pengolah data dan klasifikasi informasi dan diberikan kepada
sekretariat (petugas Pelayanan Inform asi), selanjutnya diserahkan
kepada Pem ohon Inform asi. Sebelumnya Bagian Pelayanan Inform asi
m elakukan pencatatan. (lihat form u lir penolakan permohonan
inform asi publik pada lam piran VII).

Pem ohon inform asi mem buat keputusan apakah dapat
menerim a penjelasan/pem beritahuan mengenai inform asi yang
dikecualikan atau TID AK.

Jika dapat menerim a YA menerima/puas dengan
jawaban/keterangan mengenai inform asi yang dikecualikan maka

proses pelayanan selesai.
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12.
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.Jika pemohon tidak puas maka dapat menyam paikan keberatan
kepada atasan PPID melalui PPID. Pengajuan keberatan harus
mengikuti ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan

penyam paian keberatan menggunakan form sebagaimana terlam pir
dalam lam piran V Peraturan ini.

Atasan PPID menyusun materi Tanggapan atas keberatan untuk
disam paikan kepada Pem ohon, dengan mem perhatikan
bahan/Pertim bangan yang dibuat oleh Bidang pelayanan dan
Dokumentasi Inform asi. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan
dalam bentuk keputusan tertulis yang disam paikan kepada Pem ohon
Inform asi yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerim a
kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya
pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan (pasal
34 ayat 1. Perki no 1/ 2010). (lihat form at buku register keberatan

pada lam piran VIII Peraturan ini).

. Penyam paian tanggapan atas keberatan disam paikan kepada petugas

layanan Inform asi untuk diberikan kepada pem ohon inform asi.

.Pemohon informasi membuat keputusan apakah dapat menerim a

tanggapan atasan PPID atau tidak.

.Jika Pem ohon dapat menerima materi tanggapan atas keberatan dari

atasan PPID, maka proses pelayanan selesai, tetapi jika tidak
puas m aka Pem ohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa

inform asi kepada Kom isi Inform asi Provinsi.

. Penyam paian inform asi tentang adanya sengketa informasi dari

Kom isi Inform asi kepada Atasan PPID, setelah menerima laporan
adanya sengketa inform asi dari Kom isi Inform asi Provinsi, atasan
PPID OPD mem erintahkan kepada PPID OPD untuk mem buat

laporan kepada PPID Utama/Kota.

.Dalam hal terjadi sengketa inform asi yang diajukan pem ohon kepada

Kom isi Inform asi Provinsi, Bidang penyelesaian Sengketa Inform asi

m elakukan fasilitasi dan pendam pingan terhadap atasan PPID.

. PPID melalui Bidang penyelesaian Sengketa Informasi melakukan

fasilitasi dan pendam pingan terhadap PPID pem bantu (OPD) dalam

proses ajudikasi non litigasi di kom isi inform asi Provinsi.

.Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat dan bidang-bidang dalam

struktur PPID Kabupaten Bulungan akan melakukan koordinasi dan
konfirm asi kepada PPID pem bantu (perangkat daerah) sesuai dengan

lingkup kewenangan masing-m asing.

Salinan sesuaidengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BULUNGAN,

ttd

JOTAM L.SALLATA,  SH.. MM. SUDJATI

Pembina TK.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009
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LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN PELAYANAN

INFORMASIPUBLIK DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

CONTOH FORMAT TANDA BUKTIPERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dari Pengguna/Pemohon Inform asi

Publik:

Perm intaan

Inform asi

Nam a

Alam at

W aktu

No. /PPID /DISKOMINFO /TB/

TANDA BUKTI

PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Tanjung Selor,

Yang Menerim a

/201

201

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

JOTAM L.SALLATA,  SH.. MM.

Pembina TK.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI
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LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMASIPUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

CONTOH FORMAT TANDA BUKTISERAH TERIMA PERMINTAAN

INFORMASI PUBLIK

No. /PPID /DISKOMINFO /TB/ /201

TANDA BUKTI

PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terim a Dari Pengguna/Pemohon Inform asi

Publik:

Perm intaan

Inform asi

Nam a

Alam at

W aktu

Tanjung Selor, 201

Yang Menerim a

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum |, BUPATI BULUNGAN,
ttd
JOTAM L.SALLATA, SH., M M. SUDJATI

Pembina TK.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

CONTOH FORMAT TANDA BUKTI PENGEMBALIAN BERKAS

PERMINTAAN INFORMASIPUBLIK DARI PPID PEMBNTU

No. /PPID/DISKOMINFO /PMB/

TANDA BUKTI

PENGEMBALIAN BERKAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Telah Dikem balikan Dari Pejabat Pengelola Inform asi dan Dokum entasi:

Berkas Berupa Inform asi

W aktu

Yang Menyerahkan,

Tanjung Selor,

Yang Menerim a,

/201

201

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

JOTAM L.SALLATA,  SH.. MM.

Pembina TK.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI




